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WALIKOTA LANGSA

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 19 TAHUN 2OO4

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR PERHUBUNGAN KOTA TANGSA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA LANGSA.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001

tentang Pembentukan Kota Langsa dan menindak lanjuti Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat

Daerah secara optimal yang lebih berdaya guna dan berhasil BW, dipandang

perlu mengatur suslrnan organisasi dan tata keria Kantor Perhubungan Kota

Langsa;

bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

Undang-undang Nomor ?2 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun L999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor

383e);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomat 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Unclang-undang Nomor 43 Tahrrn 1999 Tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor I Tahun 1.974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor'169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa

(Lembaran Negara Tahun 200L Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4110) ;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2fi)1 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

Daerah Istimewa Aceh sebagai Provirui Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran

Negara Tahun 2001 Nomorll4, Tambahan Icmbaran Negara Nomor a1M);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dar-r Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahul

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintal-r Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

clalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Terl:uln 2003 tentang Peclomal Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan

Lembaran negara Nomor 4262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkataru

Peminclahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaral Negara

Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;

10. Keputusa-n Presiden Nomor M Tahun 1999 tentang Teknik Pent'usunan

Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undiurg-undang,

Rancangal Peraturan Pernerintah dan Ralcangan Keputusan Presiclen

(Lembaran negara Tahun 1999 NomorT0);

11. Keputusiur Nlenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Tei<nik

Penvusunan clan Materi N{uatan Produk-produk Hukum Daerah;

72. Keputusan N{enteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahul 2001 Tentang Bentuk

Produk-produk Hukum Daerah ;

13. Keputusan l!{enteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur

Penyusunan Produk Hukum Daerah;

14. Keputuseur Bersama Nfenteri Pendavagunaan Aparatur Negara clan l\,{enteri

Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Petunjuk Pelaksana Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2003 dau Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Dengiln persetujuan bersama

WALIKOTA LANGSA

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

NfE]\4UTUSICAN:

N{enetapkam : QANUN KOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

KER]A KANTOR PERHUBUNGAN KOTA LANGS;\.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini 1'ang ciimaksud clengan

l. Daerah aclalah Kota Langsa;

2. Pemerintah Daerah aclalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom l'ang

lain sebagai Baclan Eksekutif Daerah;

3. Walikota aclalah Walikota Langsa;

4. Sekretaris Daerah selanjutnva disebut Sekcla adalah Sekretaris Daerah Kota

Langsa;

5. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kota Langsa;

6. Kepala Kantor Perhubungan adalah Kepala Kantor Perhubungal Kota Langsa .

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qalun nn di bentuk Kantor Perhubungan Kota Laurgsa

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 3

(1) Kantor Perhubungan adaiah Unsur Penunjang Pelaksana tuge-rs tertentu

Pemerintah Daerah dibiclang Perhubungan dan Pariwisata;

(2) Kantor dipimpin olel'r Seoralg Kepala Kaltor l.ang beracla dibau'trh dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kaltor Perhubungan menpunvai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah

Daerah c1i bicliurg Perhubungan.

Pasal 5

Untuk menvelenggarakal tugas sebagaimana tersebut dalerm pasal 4, Kantor

Perhubungan mempunvai fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan telcris dalam pelal.alan jasa, pengelolaar-r Perhubulgan

Darat (lalu lintas angkutan jalan) pengelolaan Perhubungan laut / pelabuhan

vang menjadi keweanarlg.rn claerah;

b. Pelaksanaan .. 
/



b. Pelaksanaan pengawasan dan pengafftanern clalam pelavanal jasa dan

pengelolaan Perhubungal Darat I LLAJ serta laut/pelal'ruhan;

c. Penujukeur lokasi terminal kecuali lokasi pengelolaan pemeliharaan fisik serta

tenlpat-tempat pemberhentiar-r;

d. Penujukan lokasi clan pengelolaan perparkiran;

e. Pengaturim dan penvelenggaraan Perparkiran;

t. Pengujian kendaraan bermotor;

g. Penujukan lokasi tempat-tempat peru'eberangan orang;

h. Pengafuran tentang pembatasan menvangkut orang dan kendaraan tidak

bermotor;

i. Pengaturan tentalg kewajiban memberikan bantuan kepada perkumpulan dan

atau baclan hukum vang ditugaskan untuk menvelenggarakan penempatan dal

pemeLiharaan rambu-rambu tanda lalu lintas;

j. Pemberian izin nemberikan saran perbaikan algkutal clar-r pengawasalxl\'a;

k. I'emberian izin operasi sarana transportasi;

1. Penetapan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat sarana

transportasi;

m. Penetapan larangan penggunaan jalur-jalur tertentu;

n. Penetapan kecepatiur maksimal pada jalur-jalur tertentu;

o. Penetapan pengadaall, penempatan, pemasangan tlan pemeliharaan rambu-

rambu serta tanda-tanda lalu lintas;

p. Pengafural dan pengelolaan s€Irana perhubungan;

q. Pengaturan dan penetapan jaringal transportasi;

r. Penyelenggaraan pengujian s;rrana dan prasarana perhubungan serta SDI\,{

biclang perl'rubungan;

s. Penetapan dan pemberian izin sekolah bidang perhubungan;

t. Pemberian izin bangunal dan pemanfaatan lingkungan sekitar jalur lalu Lintas;

u. Perenc-anaan pembanguran sarana dan prasarana perhubungan;

v. Pengelolaan administrasi umum vaurg meliputi pekerjaan ketatalaksanaan,

kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, organisasi clan ketatausahaan

Kaltor;

w. Penyelenggaraan jasa Parawisata, Pos clan Telekomunikasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan orgarrisasi Kantor Perhubungan Daerah Kota Langsa terdiri dari :

a. Kepala Kantor

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Perhutrungan l)arat;



d. Seksi Perhubungan Laut;

e. Seksi Parawisata, Pos dtur Telekomulikasi;

f. Kelompok labatan Fungsional'

(2) Bagan susunan orgar-Lisasi Kaltor Perhubungal Kota Langsa, tercantum claliun

lampi ranQanun in idanmerupakanbag ian \ 'angt idak terp isahkanc la r i

Qarun irri.

Paragraf 1

Kepala Kantor

Pasal 7

(1) Kepala Kartor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab lalgsulrg

kepacla Walikota melalui Sekretaris Daerah;

(2) Kepala Kiantor Nlempunvai tugas :

a. Nlemimpin dan membina Kantor dalam nelaksanakan tugas yang

clitetapkan berclasarkem Perafuran Perunclang-undangal )'ang berlaku clan

Kebij akan Pemerintah Daerah;

1'r. N4enviapkan kebijakan umum daerah clibidang Perhubungan;

c. Nlenetapkan Kebijakan Teknis dibidang Perhubungan di Daerah }'ang

rnenjacli tanggung jawabnva sesuai dengan kebijakam umum l'arg

ditetapkan oleh Walikota ;

d. Nlelaksanakan kerla sama dengan instalsi clal orgar-Lisasi lain i'a119

menvangkut bidang perhubungan;

e. Nlelaksanakan tugas-tugas lainnva vang diberikan oleh \{alikota sesuai

dengan bidalg fugasnya.

Pangraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha aclalah urlsur pembantu pimpinan clibiclalg

pembinaan dan pengelolaan administrasi ;

(2) Sub Bagian Tata Usaha clipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian valg beratla

dibawah clan bertalggullg jawab kepacla Kepala Kantor.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunvai tugas melakukan kegiatan pen\msunan

perencanaan strategis, program dan kegiateur, pembinaan clan pengelolaan

administrasi umum, perlengkapan, keuangal't, kepegawaian, penataan arsip clan

clokumeutasi, orgarrisasi clal tatalaksana, hubungan m;rsvarakat serta pelat'anal

administrasi kes eluruhan urrit kerja dilingkungan Kantor.



Pasal 10

Uutuk rnenvelenggarakan tugas sebagaimana climaksucl clalam Pasal9, Sub Bagial

Tata Usaha mempunyai fr"urgsi :

a. Pelaksanaan ciill pengkoordinasian pen\nsunan Renstra clan prograrn kerja clan

kegiatan, pengelolaan clata dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan

ketatalaksalaan;

b. Penyiapan data, informasi dan hubungan mas\rarakaU

c.Pe laksanaar r tugas- tugas la i r r r rva) 'a r rSd iberk imo lehKepa laKar r to rsesua i

rlengan bidang tugasnl'a.

Paragraf 3

Seksi Perhubungan Darat

Pasal 11

(1) Seksi Perhubungan Darat aclalah unsur pelaksanaan teknis dibiclang

perhubungan darat;

(2) Seksi Perhubungal Darat dipimpin oleh seorar"rg Kepala Seksi verng berada

clibaweih clan bertanggur-Ig jawab kepada Kepala Kantor;

Pasal 12

Seksi Perhubulrgan Darat mempunvai tugas melaksilnakan pengawasan tlalt

pengendalian penvelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan

jalan, sungai, danau dan per-r1'eberangan serta keselamatal penunpang dafl teknik

sarana dan prasarana angkutan

Pasal 13

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Seksi

Perhubturgiur Darat memptll-r\''ai fungsi :

a. Penvelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas darat;

b. Penveienggaraan pengenclalian dar-r pengawasan angkutan jalan, sulgai,

danau, dan penl.eberangan;

(--. Penyelenggaraan pehnrjuk tekris keselamatan lalu lintas jaliul sulgai, dattau,

pen.veberangan dan rel serta pelaksanaalr pembangunan sarana dal prasarana

lalu lintas darat atas prakarsa Daerah;

11. Pengaturan dan penyelenggaraanperparkiran;

e. Pengujian kencleuaan bermotor;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya 1'ang diberikan oleh kepala Kantor sesuai

clengal biclalg tugasnva;



Paragraf 4

Seksi Perhubungan Laut

Pasal 14

(1) Seksi Perlrubungal Laut adalah u11sur pelaksanaan teknis clibiclang

perhubungan lauU

(2) Seksi Perhubungan Laut clipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang berada

clibawah clan bertanggurlg jan'ab kepada Kepaia Kantor.

Pasal L5

Seksi Perhubur-rgal Laut memprmvai tugas melakukal pent'iapan bahal

penvusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksalaan lalu lintas clan angkutan

laut, kepelabuhan dan penunjalg keselamatan pelal'aran serta kesvahbalclaraan.

Pasal 16

Untuk menvelenggarakarn tugas sebagaimana climaksucl cialam pasal 15, Seksi

Perhubungan Laut rnempunyai furrgsi :

a. Penr.iapan bahan penvusrxlarl pedoman dan peturrjuk tel,nis serta

pelaksanaan manaiemen dan rekavasa lalu lintas laut clan operasional

angkutan laut;

b. Penf iapan bcrhan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian

kegiatan pelabuhan, pengawasan kelaik lautan kapal clan penggulaan

perairern;

c. Penviapan bahan penyusunan pedoman clarn petunjuk teknis pelaksanaan

pengenclaliiur clan pengawasan terhadap pelaksilnaan kesvirhbaurdaraan

clipelabuhern;

cl. Penviapan bahan pen\/usunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta

pelaksalaan pengenclalian clal pengawasall kegiatal penurrjang clan

keselamatan penumpang;

e. Pelaksanaal tugas-tugas lairrnya 1'ang cliberikan oleh Kepala Kantor sesuai

dengal biclang tugasnva.

Paragraf 5

Seksi Parawisata, Pos dan Telekomunikasi

PasallT

(1) Seksi Parawisata, Pos dan Teiekomunikasi adalah unsur pelaksana tel,eris

clibiclang pos clan telekomunikasi;

(2) Seksi Parawisata, Pos dar-r Telekornunikasi rlipimpin oleh seorang Kepala Seksi

varg, berada clibawah dan bertanggung iawab kepacla Kepala Kantor.



Pasal 18

Seksi Parawisata, Pos clan Telekomunikasi mempun\rai tugas melakukan

penviapan bahan pecloman dan peturrjuk teknis pengawasan dal pengendalial

clibirlang pelaksanaan usaha jasa pos dan telekomunikasi.

Pasal 19

Untuk menr.elenggaraknn tugas sebagaimana dimaksucl dalam pasal 18, Seksi Pos

dan Telekomunikasi mempunyai tugas :

a. Penr.iapan bahan pen\usunar pedoman dzur petunjuk tehnis pengawasiur clan

pengendalian usaha jasa parawisata, pos dan telekomunikasi;

b. Pelaksanaan pemiurtauan clan penertiban pelanggaran atas ketentuan

sertifikasi dan pemanduan alat/perangkat pos;

c. Penyelenggaraal jasa telekomunikasi hersifat lokal clan penertiban izin

penvelenggaraan instalasi kabel rumah;

c1. Penvelenggaraan pembalgr"uran dan pengembalgau parawisata;

e. Ivlelaksanakan Perintisan objek dan kegiatan pariwisata;

{. Pent'elenggaraan kampanve sadar wisata " Sapta pesona ";

g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya .vang cliberikan oleh Kepala Kantor sesuai

ciengiur biciang fugasnva.

BAB TV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok jabatarr fungsional mempunvai tugas melaksanalial sebagiar-r tugas

Kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri clari sejumlah tenaga fungsional cliatur

dar clite tapkal berdasarkiur pera tural peruncialg-undangan vang berlaku ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada a-vat (1) dipimpin

oleh seorang tenaga fulgsional senior r.alg ditunjuk oleir Walikota tlan

bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;

(3) jumlah tenaga Fturgsional sebagaimana climaksud pada avat (1) clitentukiur

berdasarkcur kebutuhan clan beban keria;

(4) Jenis cltrn Jenjang jabatan Fungsional sebagaimala dian'rksucl pacla ar-at

(1) cliatur berdasarkan peraturan perundang-undangan )'ang berlaku ;

(5) Kelompok Jabatern Fungsional mempunvai tugas sesuai clengmr Peraturan

Pemnclang-ulclerngan yeurgberlaku;

B A R V  
/



(1)

(2)

BAB V

KEPEGAIAIAIAN

Pasal22

Kepala Kaltot aclalah jabatan eselon III.a;

Kepala Sub Bagian clan Kepala Seksi adalah iabatan eselon IV.a

Pasal 23

(1) Kepala Kaltor di angkat dan diberhentikan oleh Walikota atas pertimbangan

Baperjakat dengan usul Sekretaris Daerah;

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat cian diberhentikan oleh

Sekretaris Daerah atas pelimpaham kewenangan oleh Walikota berclasilrkan

usulan Kepala Kantor clengal berpedoman pacla pertimbangan Baperiakat.

BAB VI

TATA KERIA

Pasal 24

Daltrm melaksanakan tugasnva Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dzrn Kepala

Seksi serta kelompok Jabatan Fulrgsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing

maupull antar satuan orgiu'risasi ciililrgkungan Kaltor serta dengan instansi

lain diluar Kantor sesuai clengan tugas pokokn-va masing-masing;

Setiap pimpinan saLuan organisasi clilingkulrgan Kantor wajib melaksanakan

pengawasan meleka!

Pasal 25

(1) Dalan hal Kepala Kantor ticlak clapat menjaleu'rkitn tLlgasnva karena

berhalangan, maka Walikota menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah seorang

Kepaia Seksi untuk mewakilinva sesuai clengal Peraturan Perulclang-

undangan 1'ang berlaku dengan memperhatikal senioritas dan kualititasnya;

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan

tugasnya karena berhalangem, maka Kepala Kantor rnenunjuk salah seorang

staf menurut bidalg fugasnva masing-masing untuk mewakilin\-a sesuai

clen gan Pera turan Perundang-unclangan ]'an g berlaku clengan memperhatikan

senioritas clan kualitasnl'a.

Pasal 26

Atas ciasar pertirnbangan tlal'a grura dal hasil guna rnasing-masing pejabat cialan

lingkulgan Kantor Perhubungan dapat menclelegasikan kewenangan-kewenatigar-t

tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai clengan peraturan

perunclang-undangan vang berlaku. 
/

R I R UL6-

(2)

( l )

(2)



BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal27

Segala biar.a r,ang cliperlukal untuk 1'relaksanaan kegiatan Kaltor Perhuburgar-r

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerirh (APBD) Kota Langsa

clarr sumber penerimaan lain vang sah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Qanun irri, mirka segala peraturan clatr ketentuan )'ang

bertentangan clengan Qanun ini dinvatakan tidak berlaku lagi.

Ilal-hal r.arg belunl di atur dalam Qanun ini akan cliatur kemuclian dengan

Keputusan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya clengan

memperhatikan ketentuan clan p e cloman Perulclan g-uldangtu'r v ang berlaku.

Pasal 29

Qanu-n ini rnulai berlaku patla tanggal diunclangkan

Agar setiap oriurg mengetahuinl'a, rnemerintahkan pengundangan Qanun

clengal penempatamrva dalam Lembaran Daerah Kota Lalgsa.

( i )

(2)

Disahkan di Langsa

rratla lanqqal 25 .\zusfus 200{ ]tI
9  R a j a b  1 1 2 5 H

WALIKQTA LANGSA,

Diur-rclemgkan cli Langsa
pada tanggal 25 Agustus 2004 IVI

9  R a j a b  1 4 2 5 H

ARIS DAERAH.

H. AZZUBAIDI A. GAN
PEMBINA UTz\lv{A nTIUDA

NIP. 130 526 015

LENIBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2OO4 NON,TOR 36 SERI D NON{OR 26
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